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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN/ ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong
Wajib Pajak membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam
surat ketetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun
2015, diperlukan adanya kebijakan di bidang perpajakan berupa pengurangan sanksi
administrasi;;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999);
UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569); Perpres No. 28
Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan Sanksi
Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya.

Dalam rangka mendapatkan pengurangan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak menyampaikan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015
dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk kedua kalinya, Waijib
Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;

b. permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015
dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonan
Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi
Administrasi;

c. permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015
dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan
pengurangan kurang dari 50% (lima puluh persen), Wajib Pajak dapat mengajukan
kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan

d. permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015
dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan
pengurangan sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen), Wajib Pajak tidak
dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 November 2015 dan diundangkan pada
tanggal 2 November 2015.






